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ABSTRACT

a credit agreement made not before and not read by a notary is very detrimental to the parties because the purpose of this credit agreement is to obtain legal certainty and perfect proof. Problems that arise are how the position of the credit agreement that is not before and is not read by a notary, how the legal consequences of a credit agreement that is not before and not read by a notary are related to the JO Civil Code. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. This Writing law, the author uses the Analytical Descriptive method, which is a comprehensive and systematic description of the credit agreement made not in front of and not read by a notary public. The juridical normative approach method is a research based on general legal theory to explain credit agreements that are made not in front of and not read out by a notary. and qualitative juridical data analysis is measuring the data with a concept or theory, then from the data obtained, a conclusion is made, which is described in narrative form. This Conclusion on the Position of the Credit Agreement which was Conducted in Front of a Notary and Not Read by a Notary Public. Based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which states that: "All agreements made legally are valid as laws for those who make them." This article confirms that if someone makes an agreement legally or fulfills Article 1320 of the Book of Law. Civil Law Law, then the agreement has an effect on the parties making it, namely the agreement acts as law for the parties making it, in accordance with the principle of the strength of the binding agreement or also known as the pacta sunt servanda principle. Not Faced and Not Read by Notary Related to JO Civil Code. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 Regarding Notary Position. According to Article 1868 of the Civil Code jo. Article 16 paragraph (9) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public, does not have perfect evidentiary power because in the implementation of the agreement making is done not in front of a notary public so that due to the law, the status of the authentic deed in the credit agreement becomes an underhand deed.
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ABSTRAK
[bookmark: _Hlk59604788][bookmark: _Hlk59605115]Perjanjian kredit yang dilakukan tidak dihadapan dan tidak dibacakan oleh Notaris sangat merugikan para pihak karena tujuan dari dibuatnya perjanjian kredit ini untuk mendapatkan kepastian hukum serta pembuktian yang sempurna. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Kedudukan Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Tidak Dihadapan dan Tidak Dibacakan Oleh Notaris, Bagaimana Akibat Hukum dari Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Tidak Dihadapan dan Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata JO. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis merupakan gambarkan secara menyeluruh dan sistematis Perjanjian kredit yang dilakukan tidak dihadapan dan tidak dibacakan oleh Notaris. Metode pendekatan Yuridis Normatif merupakan penelitian berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan Perjanjian kredit yang dilakukan tidak dihadapan dan tidak dibacakan oleh Notaris. serta analisis data secara Yuridis Kualitatif merupakan mengukur data dengan konsep atau teori,kemudian dari data yang diperoleh tersebut dibuat suatu kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk narasi. Simpulan Kedudukan Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Tidak Dihadapan dan Tidak Dibacakan Oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila seseorang membuat perjanjian secara sah atau memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka perjanjian itu berakibat bagi para pihak yang membuatnya, yaitu perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan asas kekuatan mengikatnya perjanjian atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda. Akibat Hukum dari Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Tidak Dihadapan dan Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata JO. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 16 ayat (9)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian tersebut dilakukan tidak dihadapan notaris sehingga akibat hukum yang terjadi, status akta autentik dalam perjanjian kredit tersebut menjadi akta dibawah tangan.
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